
Edunomika – Vol. 08, No. 02, 2024 

1 

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TENTANG UU PAJAK PENGHASILAN 

ORANG PRIBADI (PPH OP) TERBARU DAN EFEKTIVITAS RELAWAN  

PAJAK PADA KEPATUHAN PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK  

SEBAGAI VARIABEL MODERASI 

 

Bunga Nur Fitri Yatna
1
, Kiko Armenita Julito

2 

1
 Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 

E-mail: nrftrytna20@gmail.com ,  
2
 Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  

E-mail: kiko.julito@uta45jakarta.ac.id  

 

Abstrak  

Penelitian ini dilakukan untuk menguji sejauh mana Pengaruh Efektivitas Relawan Pajak 

terhadap Kepatuhan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data 

didapat melalui penyebaran kuesioner dengan mengaplikasikan teknik purpose sampling. 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Software yang digunakan untuk 

menganalisis data ini adalah SmartPLS v.4. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk 

memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah merancang berbagai Upaya salah satunya 

ialah meningkatkan Program edukasi perpajakan. Program Relawan Pajak ini merupakan salah 

satu bentuk kegiatan edukasi pajak yang tercangkup pada tema meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan perpajakan. Program ini bertujuan untuk membantu dan memberikan edukasi 

kepada wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak dan serta memberikan 

pelayanan langsung kepada wajib pajak. Hal ini dikarenakan sebagian besar Masyarakat belum 

memahami atau mengatahui mulai dari definisi pajak sampai dengan cara melaporkan dan 

membayarkan pajak tersebut, sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan menciptakan perilaku 

akan sadar pajak yang tinggi maka, efektivitas program relawan pajak ini berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan pajak.   
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1. PENDAHULUAN  

Di tahun 2024, Indonesia berupaya untuk merancang ulang kerangka penilaian publik. 

Diskusi kebijakan ekonomi terutama berpusat pada reformasi perpajakan. Mengingat dinamika 

perekonomian global dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi praktik bisnis kita, reformasi 

perpajakan merupakan kebutuhan yang mendesak. Pemerintah Indonesia memahami pentingnya 

memiliki kerangka pemungutan pajak yang responsif dan mampu mewajibkan perubahan 

tersebut (Mahardhika, 2024). Demikian pula, strategi tugas yang lebih menarik dan efektif 

dipandang sebagai langkah penting untuk membantu mendukung perkembangan keuangan. 

Reformasi perpajakan dapat dilakukan melalui perluasan basis pajak, meningkatkan 

kepatuhan, keningkatkan tata kelola dan administrasi perpajakan. Dengan disahkannya Undang-

Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 7 Oktober 2021 merupakan salah 

satu perubahan signifikan dalam sejarah reformasi perpajakan. Keberadaan Undang-Undang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi bagian dari reformasi struktural dibidang 

perpajakan yang berfungsi untuk mendukung cita-cita Indonesia maju (Rida Nurlaila, 2022).  

Salah satu kemajuan yang terdapat dalam peraturan (UU HPP) yaitu dengan adanya 

perubahan tarif PPh OP. Pemerintah mengharapkan dengan adanya perubahan ini dapat 

meningkatkan keadilan terhadap masyarakat yang berpenghasilan menengah/bawah. Dalam Bab 

III Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa, penghasilan 0-60 juta dikenakan tarif 5%, penghasilan 
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>60-20 juta dikenakan tarif 15%, penghasilan 250-500 juta dikenakan tarif 25%, penghasilan 

500 juta-5 miliyar dikenakan tarif 30% dan penghasilan >Rp 5 Miliyar dikenakan tarif 35% 

(Pajak, 2023). Perubahan tarif ini diharapkan dapat membawa dampak positif secara sosial dan 

ekonomi, tetapi tentu saja ada sejumlah tantangan yang harus dijawab dalam implementasinya.   

Salah satunya adalah pentingnya kesadaran dan pengetahuan perpajakan bagi wajib 

pajak, merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan. masyarakat perlu mengetahui dan memahami 

perubahan sistem perpajakan, hal ini sejalan dengan penelitian (Anakotta et al., 2023) yang 

menyatakan bahwa dengan dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak maka 

wajib pajak tersebut akan patuh terhapat kewajiban pajaknya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP), kepatuhan melaporkan pajak akan meningkat pada tahun 2024. Hal tersebut diungkapkan 

oleh Ibu Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak. 

Jumlah SPT Tahunan PPh terus mengalami peningkatan sebesar 7,15 persen, dibandingkan  

dengan periode tahun lalu. DJP perlu bekerja keras untuk memastikan target rasio kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2024 sebesar 83,2 persen dari jumlah SPT wajib atau 

19,2 juta SPT (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Target tersebut masih berlaku hingga akhir 

tahun 2024. 

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pengetahuan akan hal perpajakan perlu 

ditingkatkan dikarenakan dengan adanya pengetahuan yang dimilki oleh wajib pajak akan 

meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajiban pajaknya. Selain dengan adanya 

pengetahuan untuk meningkatkan kepatuhan juga diperlukan sosialisasi atau edukasi tentang 

perpajakan tersebut maka, pemerintah telah merancang berbagai upaya salah satunya ialah 

meningkatkan Program edukasi perpajakan. Direktorat Jendral Pajak memperkenalkan program 

Relawan pajak. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan definisi pajak serta membantu 

wajib pajak dalam melaporkan pajak pribadinya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Astuti et al., 

2023) menyatakan bahwa dengan adanya edukasi perpajakan oleh relawan pajak diharapkan 

mampu meningkatkan kepatuhan pajak serta menciptakan akan sadar pajak yang tinggi.   

Agar terciptanya kepatuhan dan keteraturan akan kewajiban pajak, maka dibentuk suatu 

sanksi perpajakan. Sanksi tersebut merupakan alat pencegah agar wajib pajak  tidak melanggar 

aturan perpajakan. (Khodijah et al., 2021). Dalam penelitian (Nasiroh & Afiqoh, 2022) 

menyatakan bahwa sanksi pajak dapat mempengaruhi variabel kepatuhan pajak hal ini 

dikarenaka, sanksi pajak berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak 

yang melanggar peraturan perpajakan yang ada  (Ambarwati et al., 2024). Dengan adanya sanksi 

pajak diharapkan bisa memperbaiki etika dalam menjalannya kewajibannya sebagai wajib pajak 

(Tambun & Haryati, 2022).  

Brdasarkan paparan pembahasan dan permasalahan diatas jurnal ini bertujuan untuk 

meneliti beberapa masalah. Pertama Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak, Kedua 

Efektivitas Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak, Ketiga Moderasi Sanksi pajak atas 

Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak, Keempat Moderasi Sanksi Pajak atas Efektivitas 

Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Pengaruh 

Pengetahuan Pajak Terhadap UU PPH OP Terbaru Dan Efektivitas Relawan Pajak Pada 

Kepatuhan Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi” 

 

Landasan Teori  

Teori Atribusi 

Teori Atribusi ini merupakan sebuah pemikiran yang dipelopori oleh Fritz Heider di 

tahun 1958. Teori ini berfokus pada bahasan tentang perilaku seseorang. Secara lebih detail, 

atribusi adalah sebuah teori yang mendeskripsikan tentang hal yang mengakibatkan seseorang 

ataupun individu itu berprilaku. Pada dasarnya teori atribusi ini menyatakan mempelajari proses 
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bagaimana seseorang dapat mendeskripsikan suatu peristiwa, alas an, atau sebab perilakunya. 

Perilaku seseorang di kombinasi antara kekuatan faktor eksternal dan faktor internal. 

Berdasarkan penelitian Pratomo (2015) menjelaskan faktor internal dan eksternal yang dapat 

mempengaruhi teori atribusi tersebut, dapat dibedakan menjadi tiga elemen yaitu:  

Faktor ekternal berdasarkan:  

a) Kekhususan berfokus pada seseorang individu yang memperlihatkan perilaku 

yang berbeda dalam situasi yang berbeda. 

b) Konsensus berfokus pada sejauh mana perilaku  seseorang dinilai konsisten 

dengan orang lain dari satu situasi ke lain situasi.   

c) Sedangkan Konsisten berfokus pada apakah orang tersebut memberikanreaksi 

yang sama dalam waktu yang berbeda. 

Faktor Internal berdasarkan:   

a) Tekanan situasi merupakan situasi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang 

dengan contoh tekanan waktu dan tekanan sosial 

b) Kesempatan ialah kesempatan yang diberikan oleh lingkungan dengan contoh 

kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. 

c) Lingkungan ialah merupakan factor-faktor yang berasal dari luar seperti keadaan 

tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis atribusi dapat digunakan sebagai hipotesis 

fundamental yang penting untuk mengenali faktor-faktor dalam dan luar yang dapat menentukan 

tingkat kepatuhan wajib pajak. 

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak  

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan  

memahami peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang serta manfaat tentang perpajakan 

yang berguna bagi mereka (Amanda et al., 2023). Zulma, (2020) menyatakan bahwa 

pengetahuan pajak dapat memberikan informasi yang sangat berguna dan bermanfaat bagi wajib 

pajak dalam membayarkan serta melaporkan jumlah pajak yang menjadi kewajibannya. 

Berdasarkan penelitian (Susyanti & Anwar, 2020) pengetahuan pajak merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak tidak akan 

mengerti bagaimana tata cara pelaporan serta pembayaran pajak (Hantono & Sianturi, 2022).  

Teori Atribusi dapat dikaitan dengan pengetahuan pajak. Hal tersebut disebabkan karena 

pengetahuan perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak 

terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang ilmu perpajakan serta 

memahami fungsi dari pajak maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar 

pajak.  

Dapat disimpulkan bahwa maka semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap ketentuan 

perpajakan maka semakin baik pula pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga meningkatkan 

kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Qomariyah & Riduwan, 2023) dan 

(Wardhanny, 2019) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:  

H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Pajak 

Efektivitas Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak 

Relawan pajak merupakan program yang diluncurkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang 

bekerja sama dengan perguruan tinggi, program ini merupakan kegiatan yang positif dan belajar 

untuk menanamkan kesadaran pajak di kalangan mahasiswa (Novianti et al., 2023).Relawan 

pajak ini merupakan salah satu kegiatan edukasi pajak yang tercangkup pada tema meningkatkan 
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pengetahuan serta keterampilan perpajakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 9 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-12/PJ/2021 Tentang Edukasi Perpajakan. Tujuan 

program tersebut untuk membantu dan memberikan edukasi kepada wajib pajak dalam rangka 

meningkatkan kepatuhan pajaknya dan serta memberikan pelayanan langsung kepada wajib 

pajak (WP) berupa bantuan pemberian SPT tahunan melalui sistem e-filing (Manrejo & Nuryati, 

2023).  

Teori atribusi juga dapat dikaitkan dengan relawan pajak. Hal ini dikarenakan sebagian  

besar masyarakat belum memahami atau mengetahui mulai dari definisi pajak sampai dengan 

cara melaporkan dan membayarkan pajak tersebut, sebagai upaya meningkatkan dan 

menciptakan perilaku akan sadar pajak yang tinggi maka, efektivitas program relawan pajak ini 

akan memberikan atribusi eksternal berupa memberikan pelayanan serta bantuan dalam 

melaporakan SPT tahunan terhadap wajib pajak tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian 

(Darmayasa et al., 2020) yang menyatakan bahwa relawan pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:  

H2: Efektivitas Relawan Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Pajak  

 

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai 

variabel moderasi.  

 Dalam penelitian (Mulyati & Ismanto, 2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan  

perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. 

Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian 

masing-masing wajib pajak untuk berprilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka wajib 

pajak dapat menentukan perilakunya dengan baik sesuai dengan undang-undang perpajakan 

sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Namun jika wajib pajak tidak 

memiliki pengetahuan pajak yang tinggi, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya 

dengan baik dan sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga akan tercipta tingkat 

kepatuhan pajak wajib pajak yang rendah (Umam & Arifianto, 2023). Dengan meningkatnya 

kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakannya sehingga akan terhindar dari sanksi pajak. 

 Kartikasari & Yadnyana, (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak juga dikenal sebagai 

variabel moderasi yang dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan 

pajak. Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. (Putra et al., 2022). Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan kepada wajib 

pajak akan membuat wajib pajak menaati atau mematuhi peraturan perpajakan sehingga semakin 

tegas sanksi perpajakan maka semakin meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

H3: Sanksi Pajak memperkuat Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.  

 

Pengaruh Efektivas Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Sanksi Pajak 

sebagai variabel moderasi. 

Relawan pajak merupakan program yang diluncurkan oleh Direktorat Jendal Pajak yang 

merupakan salah satu program yang dapat membantu pemerintah untuk membentuk Wajib Pajak 

potensial yang bertanggung jawab di masa mendatang melalui pendalaman pengetahuan pajak. 

Program ini bertujuan untuk memperkenalkan definisi pajak serta membantu Wajib Pajak dalam 

melaporkan pajak pribadinya (Astuti et al., 2023)  Menurut Anakotta et al., (2023) disebutkan 

bahwa relawan pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib pajak. Hal ini 
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dikarenakan dengan adanya relawan pajak dapat memberikan Wajib Pajak kemudahan dalam 

menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak. 

 Ristiyana et al., (2024) menyatakan bahwa efektivitas relawan pajak berpengaruh 

terhadap sanksi pajak. Hal ini dikarenakan relawan pajak dapat mmembantu wajib pajak dalam 

melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu dengan demikian dapat memungkinkan wajib 

pajak terkena sanksi pajak akibat kesalahan  pelaporan. Selain itu, relawan pajak juga dapat 

membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan dan pengetahuan wajib pajak tentang 

perpajakan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan wajib pajak terkena sanksi pajak karena 

kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis 

kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:  

H4: Sanksi Pajak memperkuat Pengaruh Efektivitas Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil jawaban kuesioner dari responden mengenai 

variable-variabel yaitu, 2 variabel X (Pengetahuan Pajak, Efektivitas Relawan Pajak), variable Y 

(Kepatuhan Pajak), dan variable Z (Sanksi Pajak). 

 

Sampel Penelitian  

Menurut Rosce dalam Sugiyono (2016) Kriteria penentuan sampel yang memadai dalam 

sebuah penelitian adalah sekitar 30 sampai dengan 500. Dengan ini peneliti menentukan jumlah 

sampel sebayak 100 responden. Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengambilan 

sampel berdasarkan populasi yaitu dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu 

pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan 

kriteria yang diinginkan untuk menentukan jumlah sample yang akan diteliti. Kualifikasi sampel 

yang akan menjadi responden dalam penelitian ini antara lain: 1) Masyarakat Indonesia, 2) Yang 

sudah bekerja, dan 3)  Memiliki NPWP. 

 

Teknik Pengambilan Data  

  Teknik Pengumpulan data ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Peneliti 

menggunakan  Skala Likert untuk mengukur keseluruhan variabel. Skala likert digunakan untuk 

mengukur persepsi orng mengenai suatu fenomena. Masing-masing jawaban diberi bobo nilai 

diantaranya, nilai 1 untuk jawaban responsen Sangat Tidak Setuju (STS). Nilai 2  untuk jawaban 

responden Tidak Setuju (TS). Skor 3 untuk jawaban responden Netral (N). Skor 4 untuk jawaban 

responden Setuju (S). Skor 5 untuk jawaban responden Sangat Setuju (SS).  

Metode Analisis 

 Penelitian ini menggunakan SmartPLS 4 sebagai alat analisis data. Teknik analisis data 

yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: Boostrapping, inner model PLS, uji AVE, 

uji validitas, uji reabilitas, uji R square, dan uji hipotesis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Convergent validity  

Convergent validity dari measurement model dengan indikator refleksif dapat dilihat dari 

korelasi antara score item/indikator dengan score konstruknya. Indikator individu dianggap 

reliabel jika memiliki nilai korelasi >0,70.  
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   Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 4 (2024) 

Gambar 1  Inner Model 

 

Berdasarkan pada gambar 2 outer loading menunjukkan adanya indikator loading >0,70 

berarti semua indikator valid untuk mengukur konstruknya 

 

Dicriminat Validitiy  

Pada bagian ini akan diuraikan hasil uji discriminant validity. Uji discriminant validitiy 

menggunakan nilai cross loading. Untuk mengamati nilai cross loading, discriminant validity 

juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat average variant extracted 

(AVE) untuk masing-masing indikator dipersyaratkan nilainya harus >0,5 untuk model yang 

baik, Nilai average variant extracted (AVE) sebagai berikut: 

 

Tabel 1  

Hasil Uji Average Variant Extracted (AVE) 

Variabel 
Average variance 

extracted (AVE) 

Pengetahuan Pajak 

(X1) 
0.612 

 Efektivitas Relawan 

Pajak (X2) 
0.704 

 Kepatuhan Pajak (Y) 0.715 

 Sanksi Pajak (Z) 0.752 

      Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 4 (2024) 

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa nilai AVE variabel Pengetahuan Pajak (X1), 

Efektivitas Relawan Pajak (X2), Kepatuhan Pajak (Y), dan Sanksi Pajak (Z) > 0,5. Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki discriminant validity yang baik. 
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Uji Reliabilitas  

 Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang menjadi bagian 

indikator dari variable. Suatu variable dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha  yang 

dimiliki > 0,70 (Ghozali, 2018). 

Tabel 2  

Hasil Uji Construct Validity and Reliability 

Variabel 
Cronbach

's alpha 

Composite 

reliability 

(rho_a) 

Composite 

reliability 

(rho_c) 

Average 

variance 

extracted 

(AVE) 

 

HASIL 

X1 0.788 0.806 0.863 0.612 DITERIMA 

X2 0.940 0.943 0.950 0.704 DITERIMA 

Y 0.943 0.946 0.952 0.715 DITERIMA 

Z 0.934 0.935 0.948 0.752 DITERIMA 

   Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 4 (2024)   

  Berdasarkan  pada tabel 2 di atas, menyatakan  hasil uji nilai Cronbach Alpha 

untuk Pengatahuan Pajak sebesar 0.788, Efektivitas Relawan Pajak sebesar 0.940, Kepatuhan 

Pajak sebesar 0.943, dan Sanksi Pajak sebesar 0.934. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh 

variable dinyatakan realibel untuk digunakan dalam  penelitian ini dikarenakan nilai  Cronbach 

Alpha lebih besar dari > 0,70.  

 

Koefisien Determinan (R²) 

 Koefisien Determinasi (R²) diterapkan guna mengetahui kapasitas sebuah model dalam 

menerangkan beberapa variable dependen yang terikat. Rentang nilai untuk koefisien 

determinasi yaitu 0 (nol) hingga 1 (satu).  

Tabel 3.  

Hasil Uji R Square 

 
R-square  R-square adjusted  

Y  0.772  0.760  

      Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 4 (2024) 

 

 Berdasarkan pada table 3 diatas, menyatakan koefisien adjusted R² adalah sejumlah 0.760 

dimana menandakan bahwa 76,0% pengetahuan pajak, efektivitas relawan pajak, dan sanksi 

perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak, sedangkan untuk 22,8%  dipengaruhi 

oleh variable lain.  

  

Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat T-Statistics dan nilai P-

Values. Hipotesis dinyatakan diterima apabilai nilai T-Statistics >1,96 dan P-Values <0,05. 

Berikut ini adalah hasil Path Coefficients pengaruh langsung : 

Tabel 3.  

Hasil Uji Path Coefficients 

Hipotesis 

Original 

sample 

(O) 

Sample 

mean 

(M) 

Standard 

deviation 

(STDEV) 

T statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

values 

HASIL 

X1 -> Y 0.559 0.560 0.098 5.704 0.000 DITERIMA 
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X2 -> Y 0.234 0.232 0.094 2.489 0.013 DITERIMA 

Z x X2 -> Y -0.034 -0.015 0.106 0.321 0.748 DITOLAK 

Z x X1 -> Y 0.027 0.013 0.097 0.277 0.782 DITOLAK 

        Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 4 (2024) 

PEMBALHALSALN  

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama yaitu pengetahuan pajak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan pajak , dimana hasil original sample bernilai posisitf yaitu sebesar 

0.559 dan nilai T statistics yaitu sebesar 5.704 > 1.96. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 

pertama diterima.  Hal ini dikarenakan pengetahuan pajak merupakan sebuah informasi yang 

berguna terkait dengan perpajakan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjalankan hak 

dan kewajibanya di bidang perpajakan. Diperkuat dengan hasil jawaban responden yang 

menyatakan bahwa sebagian wajib pajak telah memahami beberapa aspek mulai dari 

pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara pembayaran, pengetahuan tentang sanksi 

pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan serta pengetahuan tentang fungsi pajak. Dengan 

ini wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan serta memahami fungsi dari pajak 

itu sendiri maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.  

Dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya pengetahuan wajib pajak tidak akan mengerti 

bagaimana tata cara pelaporan dan pembayaran pajak, maka semakin tinggi tingkat pengetahuan 

terhadap perpajakan maka semakin baik pelaksanaan kewajiban perpajakan serta 

mengimplementasikannya sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan 

penelitian (Amalia et al., 2024) dan (Indriyasari & Maryono, 2022) yang menyatakan bahwa 

pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 

 

Pengaruh Efektivitas Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak 

 Pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis kedua yaitu efektivitas 

relawan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, ini menunjukan original sample 

bernilai positif yaitu sebesar 0.234 dan nilai T statistics yaitu sebesar 2.489 >1.96. Hal ini 

dikarenakan bahwa relawan pajak adalah program yang memberikan kontribusi serta membantu 

wajib pajak dalam memahami hak dan tanggung jawab wajib pajak dalam hal perpajakan. 

Dengan adanya program relawan pajak bertujuan untuk membantu dan melayani  wajib pajak 

dalam melaporkan SPT tepat waktu dan memberikan asistensi pelaporan SPT yang lebih mudah 

dan efisiensi. Relawan pajak juga melakukan sosialisasi serta memberikan edukasi perpajakan 

yang terstruktur kepada wajib pajak. 

Dari hasil jawaban responden menyatakan bahwa sebagian wajib pajak merasa terbantu 

dengan adanya program relawan pajak ini. Dapat disimpulkan bahwa dengan adannya edukasi 

serta bantuan yang diberikan oleh relawan pajak maka wajib pajak tidak akan kesulitan dalam 

melaporkan serta membayarkan pajaknya dan akan meningkatkan kepatuhan pajak tersebut.  Hal 

ini sejalan dengan penelitian (Darmayasa et al., 2020) yang menyatakan bahwa efektivitas 

relawan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 

 

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai 

Variabel Moderasi 

 Pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis ketiga yaitu pengaruh 

pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan dengan sanksi pajak 

sebagai pemoderasi, ini menunjukan original sample bernilai positif yaitu sebesar 0.027 dan nilai 

T statistics yaitu sebesar 0.277 <1.96. Hal ini dikarenakan sanksi pajak tidak dapat memoderasi 

antara pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Artinya variable sanksi pajak 
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memperlemah hubungan pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak. Seiring bertambahnya 

tingkat pengetahuan pajak maka akan meningkankan kepatuhan.  

 

Tetapi dalam meningkatkan kepatuhan pajak membutuhkan kesadaran wajib pajak. Jika 

wajib pajak itu sendiri tidak memiliki kesadaran akan membayar pajak maka tingkat kepatuhan 

pajak akan menurun. Sehingga dapat dikatakan tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh 

wajib pajak tidak berpengaruh jika wajib pajak itu lalai akan pembayaran pajak serta tidak 

memiliki kesadaran akan membayar pajak maka wajib pajak tersebut akan terkena sanksi pajak 

seperti sanksi administrasi serta tingkat kepatuhan akan menurun. Hal ini diperkuat dengan 

penelitian menurut (Daulay, 2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memperlemah 

hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. 

 

Pengaruh Efektivitas Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Sanksi Pajak 

sebagai Variabel Moderasi 

 Pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis keempat yaitu pengaruh 

efektivitas relawan pajak terhadap kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan dengan sanksi 

pajak sebagai pemoderasi, ini menunjukan original sample bernilai negatif yaitu sebesar -0.034 

dan nilai T statistics yaitu sebesar 0.321 <1.96. Hal ini dikarenakan sanksi pajak tidak dapat 

memoderasi hubungan antara efektivitas relawan pajak terhadap kepatuhan pajak. Artinya 

variable sanksi pajak memperlemah hubungan efektivitas relawan pajak dengan kepatuhan pajak. 

Jika peran relawan pajak dalam melakukan pendampingan tidak dilaksanakan dengan 

dengan baik maka, pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan  akan minim dan kepatuhannya 

dalam melakukan pembayaran pajak pun akan menurun, ini dapat memungkinkan wajib pajak 

mendapatkan sanksi pajak. Serta kurangnya sosialisai yang diberikan relawan pajak terkait 

sanksi pajak. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu 

pertama pengetahun pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, kedua efektivitas 

relawan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, ketiga pengetahuan pajak 

terhadap kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan dengan sanksi pajak sebagai pemoderasi, 

keempat efektivitas relawan pajak terhadap kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan dengan 

sanksi pajak sebagai pemoderasi. Artinya dengan adanya edukasi serta sosialisasi yang diberikan 

oleh relawan pajak kepada wajib pajak maka akan meningkatkan pengetahuan serta wajib pajak 

akan patuh terhadap hak dan kewajiban perpajakanya sehingga tidak akan terkena sanksi pajak. 
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